
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, diperlukan peningkatan penanaman

modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;

b. bahwa setiap perusahaan yang telah memperoleh

persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin

lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan

untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang

bersangkutan;

c. bahwa pemberian izin lokasi diselenggarakan dalam

kerangka menjamin peningkatan kualitas pelayanan

publik, dengan tetap memperhatikan perlindungan

hak keperdataan dan kepentingan pemilik tanah,

keamanan, keadilan, ketertiban umum dan

kemanfaatan bagi masyarakat;

d. bahwa untuk kepastian hukum, dipandang perlu

mengatur penyelenggaraan izin lokasi dalam suatu

Peraturan Daerah;



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan

huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Izin Lokasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

http://dl.dropbox.com/u/43601885/Undang-undang/UU%205%20Tahun%201960_%20UUPA.pdf


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang

Izin Lokasi;

http://dl.dropbox.com/u/43601885/Undang-undang/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf
http://dl.dropbox.com/u/43601885/Undang-undang/UU_26_2007_Tentang_Penataan_Ruang.pdf
http://dl.dropbox.com/u/43601885/Undang-undang/PP26-2008%20rencana%20tata%20ruang%20wilayah%20nasional.pdf
http://dl.dropbox.com/u/43601885/Undang-undang/menagraria_2_1999.pdf.pdf


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Unit Kerja Penyelenggara Perizinan adalah Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.



8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan

usaha penanaman modalnya.

9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh

izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang

berlaku.

10. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian

sahamnya dimiliki oleh orang atau badan usaha yang sama baik secara

langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat

pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat

langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya

badan usaha.

11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang

menggunakan fasilitas maupun non fasilitas.

12. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, yakni a) hak milik; b) hak guna-usaha; c) hak guna-

bangunan; d) hak pakai, e) hak sewa; f) hak membuka tanah; g) hak memungut

hasil hutan; dan h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut

di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang

sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana

struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

15. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,

bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan

perekayasaan industri.

16. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro

industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam

hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan


